Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Nomor : W4-TUN1/47/KP.001/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

1. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona
Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan
dukungan dari satuan kerja Mahkamah Agung dan satuan
kerja Lingkungan Peradilan untuk mewujudkan Wilayah
Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi yang bersih dalam
melayani Masyarakat;

2. Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020;

1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang - wundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang AKsi
Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman PEMBANGUNAN Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang

Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman

Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korunsi’

MEMUTUSKAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah:

a. Memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi

yang Bersih;



b. Membangun Koordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan
Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan
Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassatr;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan  : Di Makassar

Pada Tanggal : 10 Januari 2020

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

- > Makassar,

L

T AMRES SARAAN, SH. MH.
NIP. 19640816 199103 1 003

Tembusan Yth:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta ;

Ketua Muda Pembinaan MARI Jakarta ;

Ketua Muda Pengawasan MARI Jakarta ;

Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;

Direktur Jendral Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung R,

Kepala Biro Kepegawaian MARI Jakarta ;

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Arsip;

SR NS

© N



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : W4-TUN1/47/KP.001/1/2020

Tanggal : 10 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2020

Penanggung Jawab : JAMRES SARAAN, SH. MH.
NIP. 196408161991031003:
Sekretaris : SRI MULIATI, S.Sos,.MH.

NIP. 19710826 199103 2 002

A. Anggota Tim Penilai Internal (TPI)
1. YULIANT PRAJAGHUPTA, SH
NIP. 19780720 200502 1 002
2. M. HERRY INDRAWAN PATIRADJA, S.Sos. SH. MH.
NIP. 19780708 200805 1 001

B. Anggota Tim Unit Penggerak Integritas(UPI)
1. JOSIANO LEO HALIWELA, SH
NIP. 19751230 200502 1 001
2. HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH.
NIP. 19741113 200502 1 001

C. Anggota Tim Unit PEMBANGUNAN Integritas (UPBI)
1. H. ANDI HASANUDDIN, SH.,MH.
NIP. 19660831 198903 1 001

2. SULTHAN, SH
NIP. 19681208 199103 1 007

3. NURHASMAWATI HASIKIN, SE.
NIP. 19690701 199203 2 001

4. ARIYANTO
NIP. 19690711 199103 1 003

5. ANDI ADZAN MIRZAN, S. KOM
NIP. 19850309 200904 1 001

Ditetapkan  : Di Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar,
& >

. JAMRES SARAAN, SH. MH.
“EINIP, /19640816 199103 1 003



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
NOMOR : W4.TUN-1/48/0T.01.1/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN

Menimbang

Mengingat

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR,

a. Bahwa sebagai upaya pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan dukungan dari satuan
kerja Mahkamah Agung dan satuan kerja Lingkungan Peradilan
untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi
yang bersih dalam melayani Masyarakat;

Bahwa sebagai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Tahun 2020;

Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya untuk menjadi pedoman satuan
kerja di bawahnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu ditetapkan Keputusan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Pembentukan
Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;



Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Perancangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/
1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/I11/2019
Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
(SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya;

15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara Nomor 128/Djmt/SE/1/2019 Tentang Pembentukan
Tim Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2019 dan Pencanangan
Zona Integritas;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019
Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR;

Membentuk Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini;



Kedua :  Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah:

a. Memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani;

b. Membangun Koordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan
Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Perancangan Zona
Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Cc. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar;

d. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Zona
Integritas sebelumnya berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4.TUN-
1/40/0T.01.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona
Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Ketiga : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : W4.TUN-1/ 213 /OT.01.1/1vV/2019 tanggal 26 April 2019
Tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar karena sebagian pengurusnya telah
pindah tugas, sehingga perlu diganti dan direvisi ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan ~ : Di Makassar
~~Pada Tanggal : 13 Januari 2020

\CUKETUA,

L

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

NIP. 19640816 199103 1 003



Lampiran:

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : W4.TUN-1/48 /OT.01.1/1/2020

Tanggal : 13 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2020

Penanggung Jawab . JAMRES SARAAN, S.H., M.H.
Ketua : YULIANT PRAJAGUPTA, S.H.
Kesekretariatan : JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom.
LISA LUSIANA FARIDA, S.H.
DWI PUTRI HANDAYANI, SH
FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.
DEWI JUNI CAHYATI, S.H.
MUHAMMAD NASRULLAH, S.E.
KAMSUNARDI, S.H.
ANDY ADRHYAN TAUFIK, S.Kom.
1 Areal - Manajemen Perubahan
Koordinator M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.
Anggota 1. SRI MULIATI, S.Sos., M.H.
2. SULTHAN, S.H.
3. H. ANDI HASSANUDDIN, S.H., M.H.
4. MAKKULAWANG, SH
5. MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H.
6

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

2 Area ll — Penataan Tatalaksana

Koordinator M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.
Anggota 1. ANDI MAPPANYUKKI, SH.
2. H.USMAN DAENG MATTOLA, SH.
3. ARIYANTO
4. ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom.
5. DEWI JUNI CAHYATI, S.H.
6. MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.
7. ANDY ADRHYAN TAUFIK, S.Kom.
3 Area lll — Penataan Sistem Manajemen SDM
Koordinator . HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.
Anggota : 1. BUDI HENDRA WIDAGDO, SH

2. ASGEM JAYA, SH.
3. NURHASMAWATI HASIKIN, S.E.
4. RINALDI ROSBA, S.H.



4  Area IV — Penguatan Akuntabilitas
Koordinator

Anggota

5 AreaV - Penguatan Pengawasan
Koordinator

Anggota

5.
6.

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.
KAMSUNARDI, S.H.

BAHARUDDIN, SH. MH.

© o A~ N

JASMAN, SH

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.

LISA LUSIANA FARIDA, S.H.
MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.
SALMIA

MUHAMMAD NASRULLAH, S.E.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

7.

o o kA~ w e

SRI MULIATI, S.Sos., M.H.
SULTHAN, S.H.

ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom.
DRS.H.M.HARIPAI,SH

ABIDIN SANDIRI, SH.

AMRI, S.Kom

HARSYA MAHDI, S.H.

6 Area VI — Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
YULIANT PRAJAGUPTA, S.H.

Koordinator

Anggota

H. ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.
SULTHAN, SH

1
2
3. AMRI, S.Kom.

4. ABDUL RAZAK
5.
6
7
8
9

AMIR

BASRI

MUH. FAIRUZ FIRMANULLAH
MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H.
GASA BAHAR PUTRA, S.H.

10. OCTAVIANUS LASA

Ditetapkan  : Di Makassar
»Pada Tanggal : 13 Januari 2020

I KETUA,

L &

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

NIP. 19640816 199103 1 003



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
NOMOR : W4.TUN-1/ 138 /OT.01.1/11/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN

Menimbang

Mengingat

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR,

a. Bahwa sebagai upaya pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan dukungan dari satuan
kerja Mahkamah Agung dan satuan kerja Lingkungan Peradilan
untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi
yang bersih dalam melayani Masyarakat;

Bahwa sebagai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Tahun 2020;

Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya untuk menjadi pedoman satuan
kerja di bawahnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu ditetapkan Keputusan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Pembentukan
Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;



Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Perancangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/
1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/I11/2019
Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
(SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya;

15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara Nomor 128/Djmt/SE/1/2019 Tentang Pembentukan
Tim Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2019 dan Pencanangan
Zona Integritas;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019
Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR;

Membentuk Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini;



Kedua :  Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah:

a. Memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani;

b. Membangun Koordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan
Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Perancangan Zona
Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar;

d. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Zona
Integritas sebelumnya berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar Nomor : W4.TUN-1/50
/OT.01.1/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar;

Ketiga : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : W4.TUN-1/48/0T.01.1/1/2020 tanggal 13 Januari 2020
Tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar karena sebagian pengurusnya telah
pindah tugas, sehingga perlu diganti dan direvisi ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan  : Di Makassar
Pada Tanggal : 18 Februari 2020

. KETUA,

L

“TIAMRES SARAAN. S H.. M.H.

NIP. 19640816 199103 1 003



Lampiran:

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : W4.TUN-1/ 138 /OT.01.1/11/2020

Tanggal : 18 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2020

Penanggung Jawab
Ketua

Kesekretariatan

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.
YULIANT PRAJAGUPTA, S.H.
JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom.
LISA LUSIANA FARIDA, S.H.
DWI PUTRI HANDAYANI, SH
FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.
DEWI JUNI CAHYATI, S.H.
MUHAMMAD NASRULLAH, S.E.
KAMSUNARDI, S.H.
ANDY ADRHYAN TAUFIK, S.Kom.
1 Areal - Manajemen Perubahan
Koordinator M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.
Anggota 1. Hj. SITTI RAHMATIAH, SH.,MH
2. SRI MULIATI, S.Sos., M.H.
3. SULTHAN, S.H.
4. H. ANDI HASSANUDDIN, S.H., M.H.
5. MAKKULAWANG, SH
6. MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H.
7. SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

2 Areall — Penataan Tatalaksana

Koordinator M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.
Anggota 1. ANDI MAPPANYUKKI, SH.
2. H.USMAN DAENG MATTOLA, SH.
3. ARIYANTO
4. ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom.
5. DEWI JUNI CAHYATI, S.H.
6. MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.
7. ANDY ADRHYAN TAUFIK, S.Kom.
3 Area lll - Penataan Sistem Manajemen SDM
Koordinator HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.
Anggota : 1. BUDI HENDRA WIDAGDO, SH

2. ASGEM JAYA, SH.
3. NURHASMAWATI HASIKIN, S.E.
4. RINALDI ROSBA, S.H.



4  Area IV — Penguatan Akuntabilitas
Koordinator

Anggota

5 AreaV - Penguatan Pengawasan
Koordinator

Anggota

5.
6.

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.
KAMSUNARDI, S.H.

BAHARUDDIN, SH. MH.

© o A~ N

JASMAN, SH

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.

LISA LUSIANA FARIDA, S.H.
MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.
SALMIA

MUHAMMAD NASRULLAH, S.E.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

8.

N o o bk~ wDd P

Hj. SITTI RAHMATIAH, SH.,MH
SRI MULIATI, S.Sos., M.H.
SULTHAN, S.H.

ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom.
DRS.H.M.HARIPAI,SH

ABIDIN SANDIRI, SH.

AMRI, S.Kom

HARSYA MAHDI, S.H.

6 Area VI — Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
YULIANT PRAJAGUPTA, S.H.

Koordinator

Anggota

H. ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.
SULTHAN, SH

1
2
3. AMRI, S.Kom.

4. ABDUL RAZAK
5.
6
7
8
9

AMIR

BASRI

MUH. FAIRUZ FIRMANULLAH
MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H.
GASA BAHAR PUTRA, S.H.

10. OCTAVIANUS LASA

Ditetapkan  : Di Makassar
~'Pada Tanggal : 18 Februari 2020

‘- JAMRES SARAAN. S.H.. M.H.
" NIP. 10640816 199103 1 003




